BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONE
NOMOR S TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antara kegiatan dan anlar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam
Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Bone tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018;

Pasal 18 ayal (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11  di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
JRepublik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;
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Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

*Repyblik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679,

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540 );
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. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4573) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
- 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577) ;

. Peraturan Pemerintah MNomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Peddman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4585) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan  Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

" telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

26. Peraturan Menteri ........
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2018 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operasional :

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone
Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 10) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008
tentang  Pokok-pokok  pengelolaan keuangan daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 10},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan

" Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 (Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2017 Nomor 2) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 Kabupaten Bone (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone tahun 2017 Nomor 8) ;

Fa

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

Menetapkan :

dan
BUPATI BONE
MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula

berjumlah Rp.2.229.426.696.500,00 bertambah sejumlah Rp.40.729.890.146,00
EY

sehingga berubah menjadi Rp.2.270.156.586.646,00 dengan perincian sebagai

berikut :



1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 2,229,426,696,500.00
b. Bertambah/[berkurang) Rp. 40,729,890,146.00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2,270,156,586,646.00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 2,270,782,439,500.00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 82,622,389,154.57
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2,353,404,828,654.57
Surplus /{Defisit) setelah Perubahan Rp. (83,248,242,008.57)
3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan
1} Semula Rp. 47,402,815,000.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 41,892,499.008.57
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 89,295,314,008.57

b. Pengeluaran
1] Semula Rp. 6,047,072,000.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 6,047,072,000.00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 83,248,242.008.57
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0.00

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri

dari : bl

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 178,627,620,500.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 20,845,211,279.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 199,472,831,779.00

Dana Perimbangan

1,567,756,287,000.00
848,353,867.00

1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp.

Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah

1,568,604,640,867.00

1) Semula , Rp. 483,042,789,000.00
2) Bta:“rt:il'nbahjrr (berkurang) Rp. 19,036,325,000.00
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Rp. 502,079,114,000.00

Perubahan
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(4} Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf

a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 38,583,033,600.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3,053,760,567.00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 41,636,794,167.00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 12,788,916,000.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9,666,650,712.00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 22,455,566,712.00

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 5,886,469,000.00
2) Bertambah/(berkurang] Rp. 1,205,937,600.00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Rp. 7,092,406,600.00
dipisahkan setelah Perubahan
d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1) Semula Rp. 121,369,201,900.00
2} Bertambah/(berkurang) Rp. 6,918,862,400.00
Jumlah lain - lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan  Rp. 128,288,064,300.00

N
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. " 29,539,779,000.00

2) Bertambah/{berkurang) Rp. 848,353,867.00

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 30,388,132,867.00
b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 1,070,426,493,000.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 1,070,426,493,000.00

¢. Dana Alokasi Khusus

1) Semula . Rp. 467,790,015,000.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 467,790,015,000.00
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(4) Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah
1} Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 91,765,615,000.00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 91,765,615,000.00

b. Dana darurat

1) Semula Rp. -
2] Bertambah/(berkurang) Rp. _
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. -

¢. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Lainnya

1) Semula Rp. 63,083,000,000.00
2] Bertambah/(berkurang) Rp. 11,900,000,000.00
Jumlah dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 74,983,000,000.00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1} Semula : Rp. 394,015,789,000.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (86,629,290,000.00)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Rp. 307,386,499,000.00
perubahan -

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 25,944,000,000.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2,000,000,000.00
Jumlah B:a::[tuan Keuangan dari Propinsi atau dari Rp. 27,944,000,000.00

Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan



~8~

Pasal 3

1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

d.

Belanja Tidak Langsung
1] Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan

Belanja Langsung
1} Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan

Rp. 1,456,989,989,000.00
Rp. (7,955,038,410.43)
Rp. 1,449,034,950,589.57
Rp. 813,792,450,500.00
Rp. 90,577,427,565.00
Rp. 904,369,878,065.00

12) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurufa terdiri

dari jenis belanja :

a.

Belanja pegawai

1] Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan
Belanja bunga

1] Semula

2} Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan
Belanja subsidi

) Semula

2) Bertambah/(berkurang

Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan
Belanja hibah

1] Semula

2) Bertambah j{berkurang)

Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan
Belanja bantluan sosial

1] Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan

Belanja bagi hasil
I} Semula
2) Bertambah/(berkurang

Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan

Belanja bantuan keuangan
1] Semula
2] Bertambah/({berkurang)

Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan

Belanja tidak terduga
1} Semula
2)**Bertambah /(berkurang)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan

Rp. 946,814,027,250.00
Rp. (20,305,365,941.43)
Rp. 926,508,661,308.57
Rp. 3,310,970,000.00
Rp.

Rp. 3,310,970,000.00
Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 100,946,822,050.00
Rp. 3,567,185,000.00
Rp. 104,514,007,050.00
Rp. 1,420,000,000.00
Rp. 5,430,000,000.00
Rp. 6,850,000,000.00
Rp. £
Rp. 5,094,651,300.00
Rp. 5,094,651,300.00
Rp. 402,998,169,700.00
Rp. (1,741,508,769.00)

Rp.

401,256,660,931.00

Rp. 1,500,000,000.00
Ep. -
Rp. 1,500,000,000.00
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(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja :
a. Belanja pegawai
1) Semula Rp. 37,267,039,000.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (6,336,430,950.00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 30,930,608,050.00
b. Belanja barang dan jasa
1) Semula Rp. 521,031,261,930.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 75,804,268,970.00
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 596,835,530,900.00
¢. Belanja modal
1} Semula Rp. 255,494,149,570.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 21,109,589,545.00
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Rp. 276,603,739,115.00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :

d.

Penerimaan

1} Semula Rp. 47,402,815,000.00
2) bertambah/(berkurang) Rp. 41,892,499,008.57
Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 89,295,314,008.57
Pengeluaran

I} Semula Rp. 6,047,072,000.00
2] bertambah/{berkurang) Rp. 0.00
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 6,047,072,000.00

(2} Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

1) Semula Ep.
2} bertambah/(berkurang) Rp.

15,902,815,000.00
43,392,499,008.57

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran Rp.
sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan

Pencairan dana cadangan

59,295,314,008.57

I} Semula Rp. 30,000,000,000.00
2] bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 30,000,000,000.00
Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1} Semula Rp. -
2] bertambah/(berkurang) Rp.

Jumlah  hasil, penjualan kekayaan daerah yang Rp.
dipisahkairt setelah Perubahan
Penerimdn pinjaman Daerah
1) Semula Rp.
2) bertambah/{berkurang) Rp.

Jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp.
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kembali pemberian pinjaman

1] Semula Rp.

2) herlamha]ﬁtherkuran}g} Rp.

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Rp. -
Perubahan

f.  Penerimaan Piutang

1} Semula Rp. 1,500,000,000,00
2) bertambah/(berkurang) Rp. {1,500,000,000.00)
Jumlah penerimaan piutang Daerah setelah Perubahan Rp. 0.00

(3] Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri darijenis

pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan
1) Semula Rp.
2) bertambah/({berkurang) Ep. -
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp.
b. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1) Semula Rp. 3,000,000,000.00
2) bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 3,000,000,000.00
setelah Perubahan
¢. Pembayaran pokok utang
1] Semula Rp. 3,047,072,000.00
2] bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp. 3,047,072,000.00
d. Pemberian Pinjaman Daerah
1) Semula Rp.
2) bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah Pemberian pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp.
¢. Pembayaran Utang Pemda
1) Semula Rp.
2) bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah pembayaran utang Pemda setelah Perubahan Rp. .

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

2. Lampiran Il

3. Lampiran Il
=

4. Lampiran [V

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organsasi SKPD ;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan ;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan ;



9. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan ;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah ;

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan - kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
Tahun Anggaran ini ; dan

9.  Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6
Bupati menetapkan Peraturan Bupali tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Eulanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD,

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 10 Oktober 2018
BUPATI BONE,

% A. FAHSAR M. PADJALANGI f{-

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 10 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KAB. BONE,

AN

A, SURYA DARMA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 2688/X/2018

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI
SULAWESI SELATAN



